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ABSTRAK 
Pengadilan Agama telah diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah 
sengketa ekonomi syariah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Peradilan Agama. Akan tetapi, peradilan umum juga mempunyai 
kewenangan dalam menangani kasus tesebut, berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua undang-undang ini 
menjadi tidak harmonis karena terdapat dualisme kewenangan. Hal ini 
menimbulkan polemik di lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum. 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui alur 
memasukkan perkara di pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam hal ini 
mengenai sengketa perekonomian syariah, dan (2) Untuk mengetahui 
kecenderungan masyarakat dalam memasukkan perkara sengketa perekonomian 
syariah, lebih banyak di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setelah adanya 
UU No. 3 Tahun 2006. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif 
memiliki definisi yang sama dengan penelitian doctrinal (doctrinal research) yaitu 
penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya pada 
membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Metode 
pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini menghasilkan bahwa Pengadilan 
Agama lebih berhak menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah, namun pada 
kenyataannya masih ada anggapan masyarakat yang menganggap Pengadilan 
Negeri lebih berkompeten/mampu untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah 
melalui hukum acara perdata.  
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ABSTRAK 
Religion Court have been given authority to finish the problem of Moslem law of 
economic dispute specified of Law Number 3 Year 2006 about Religion Court. 
However, general court also have authority in handling the case, pursuant to Law 
Number 21 Year 2008 about Moslem law of Banking. Both of this harmonious 
law becoming not because there are dualism authority. This matter generate 
polemic in Religion Court and General Court environment. Target of which wish 
to be reached in this research is: (1) To know include path case in District Court 
and Religion Court in this case regarding dispute Moslem law of economics, and 
(2) To know tendency of society in including case of dispute Moslem law of 
economics, more than in District Court or Religion Court after existence of Law 
Number 3 Year 2006. This research represent of law of normatif research have 
definition which is equal to research of doctrinal (doctrinal research) that is 
research pursuant to law materialss (library based) which its focus at reading and 
studying materialss punished of primary and secondary. Approach method which 
is utilized in this research is to use approach of descriptive analysis. This research 
yield that Religion Court more is entitled to finish Moslem law of economic 
dispute case, but practically society ascription there is still assuming District 
Court more have competence / can to finished Moslem law of economic dispute to 
through of civil procedure law. 
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1. PENDAHULUAN 
Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur persoalan akidah dan 
ibadah, melainkan juga memberikan landasan utama tentang norma-norma dasar 
dan etika bermuamalah. termasuk dalam hal ini adalah persoalan-persoalan 
ekonomi dan keuangan seperti perdagangan/niaga (tijarah/mudharabah), sewa 
menyewa (ijarah/leasing), gadai (rahn/pledge), utang piutang (iqrad/qard), upah 
mengupah (ujrah/fee), dan lain-lain khususnya yang berhubungan dengan norma-




Berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah di atas seiring dengan 
semakin intensifnya pemberlakuan Hukum syariah menjadi Hukum positif di 
Indonesia. Pesatnya perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah 
lainnya seperti asuransi syariah (tafakul), leasing (ijarah), pegadaian syariah, 
reksadana syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah, BMT 
Koperasi Syariah, Multifinance Syariah, dan Multi Level Marketing (MLM) 
Syariah yang berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya 




Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 
pengadilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perkara ekonomi 
syariah sudah jelas, yaitu Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Hal ini 
didasarkan pada ketentuan Pasar 49 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama 
berwenang memeiksan dan memutus perkara antara orang-orang yang beragama 
Islam di bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) 
zakat, (g) infaq, (h) sodaqoh, dan (i) ekonomi syariah. Dalam penjelasan pasal 
tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau 
kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi : (a) bank 
syariah, (b) asuransi syariah, (C) obligasi syariah, (d) reksadana syariah, (e) 
                                                             
1
Yulkarnain Harahab, Kesiapan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi 
Syariah, Mimbar Hukum, Volume 20, Nomor 1, Februari 2008. hal. 1. 
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obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah, (f) sekuritas syariah, (g) 
pembiayaan syariah, (h) pegadaian syariah, (i) dana pensiun lembaga, (j) bisnis 
syariah, dan (K) lembaga keuangan mikro syariah.
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Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan 
Agama, menjadi tonggak sejarah untuk Peradilan Agama berjalan menurut 
mekanisme peradilan negara yang sesungguhnya, artinya Peradilan Agama 
menjadi bagian dari peradilan negara yang bersama-sama dengan Peradilan 
Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer melaksanakan 
kekuasaan kehakiman di Indonesia ditambah dengan penyelesaian hal-hal yang 
berkenaan dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu sendiri mempunyai arti 
yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. 
Kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa Pengadilan Agama bisa menangani 
masalah sengketa ekonomi syariah menyebabkan masyarakat lebih banyak 
menggunakan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan masalahnya. Hal tersebut 
terlihat dalam tabel berikut ini. 
Tabel 1. Jumlah Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam 













2006 - - - - 
2007 - - - - 
2008 - - - - 
2009 - - - - 
2010 - 2 - - 
2011 - 1 - - 
2012 - 1 - - 
2013 1 2 - 1 
2014 1 - 1 1 
2015 1 - 1 - 
Sumber : Direktori putusan, diakses tanggal 28 Januari 2016 ; Data sekunder 
Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Agama Surakarta, 3 
Februari 2016, pukul 10.00 ; Data sekunder Pengadilan Negeri 
Sukoharjo dan Pengadilan Agama Sukoharjo, 4 Februari 2016, pukul 
11.25. 




Berdasarkan tabel di atas menunjukkan kecenderungan bahwa masyarakat 
lebih sering menggunakan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan kasus 
sengketa ekonomi syariah daripada menggunakan Pengadilan Agama yang 
sebenarnya lebih tepat dalam menangani masalah tersebut. Adapun grafik yang 
menggambarkan jumlah putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam 
menyelesaikan masalah sengeta ekonomi syariah dapat dilihat pada gambar di 
bawah ini. 
 
Gambar 1. Grafik Jumlah Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri 
Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa Pengadilan  Agama 
masih belum banyak menangani masalah penyelesaian ekonomi syariah, 
walaupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama telah 
mengatur masalah sengketa ekonomi syariah yang seharusnya dilakukan di 
Pengadilan Agama, namun kenyataannya masyarakat lebih banyak menggunakan 
Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan kasus ekonomi syariah.  
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih sangat sedikit dilakukan di 
Pengadilan Agama Sukoharjo, Karena dari tahun 2006-2013 tidak ada satupun 
masalah sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama 
Sukoharjo, sedangkan penyelesaian masalah sengketa ekonomi syariah di 
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Pengadilan Agama Surakarta masih sangat sedikit selisih 1 poin saja dengan 
Pengadilan Agama Sukoharjo.  
Tahun 2006-2012 tidak ada satupun masalah sengketa ekonomi syariah 
yang diselesaikan di Pengadilan Agama Surakarta, Akan tetapi di era tahun yang 
sama masyarakat masih ada yang menggunakan Pengadilan Negeri, baik di 
Pengadilan Negeri Sukoharjo maupun di Pengadilan Negeri Surakarta untuk 
menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah, sedangkan Tahun 2010 dari 2 
kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri Surakarta tetapi sengketa 
ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Surakarta tidak ada, 
Sama halnya terjadi di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2013 ada 1 kasus  
sengketa ekonomi syariah dan di Pengadilan Agama Sukoharjo tidak ada sengketa 
ekonomi syariah. Namun demikian di wilayah Sukoharjo masyarakat seimbang 
untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri dan 
Pengadilan Agama, terbukti yang masing-masing berjumlah 2 kasus sengketa 
ekonomi syariah. Sedangkan di wilayah Surakarta Masyarakat lebih banyak 
cenderung menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri 
Surakarta dibandingkan di Pengadilan Agama Surakarta, terbukti dari 6 kasus 
hanya 3 yang diselesaikan di Pengadilan Agama Surakarta. 
Dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, pengadilan Agama 
yang telah diberi kewenangan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Akan tetapi, peradilan umum juga 
mempunyai kewenangan dalam menangani kasus tesebut, berdasarkan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua undang-
undang ini menjadi tidak harmonis karena terdapat dualisme kewenangan. Hal ini 
menimbulkan polemik di lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum.  
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimanakah 
alur memasukkan perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam hal 
ini mengenai sengeketa ekonomi syariah, dan kedua adalah Bagaimana 
kecenderungan masyarakat dalam memasukkan perkara sengketa ekonomi 
syariah, lebih banyak di Pengadilan Negeri atau  Pengadilan Agama setelah 
adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 
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Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui alur memasukkan perkara 
di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam hal ini mengenai sengketa 
perekonomian syariah, dan Untuk mengetahui kecenderungan masyarakat dalam 
memasukkan perkara sengketa perekonomian syariah, lebih banyak di Pengadilan 
Negeri atau Pengadilan Agama setelah adanya Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 
2006. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu 
dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (library research) 
yang berupa Pendekatan Undang-Undang (statute approach), Asas-asas Hukum, 
Yurisprudensi dan pendapat ahli, Memandang Hukum secara komprehensif serta 
Pendekatan konseptual (conceptual approach)  dan teknik  wawancara terhadap 
nara sumber terkait sengketa ekonomi syariah. Jenis penelitian yang digunakan 
dengan penelitian Kualitatif. 
Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat bagi 
pembangunan ilmu pengetahuan di bidang muamalat, dapat memperkaya referensi 
dan literatur kepustakaan sengketa ekonomi syariah mengenai Hukum Acara 
Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, dan dapat menambah penalaran ilmiah 
dan wacara keilmuan dalam bangk perkuliahan.  
 
2. METODE 
Metode pendekatan penelitian ini lebih tepat digunakan adalah metode 
penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Adapun jenis data 
terdiri dari data primer yakni kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati 
atau diwawancarai
4
, dan data sekunder meliputi data yang diperoleh atau 
dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang 
telah ada yaitu sumber data hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik 
pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang berupa buku-buku, dokumen, 
dan bahan tulisan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan 
dilaksanakan
5
 dan wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu, 
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112. 
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Bandung, hal. 21. 
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percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan 
pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu).
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Teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis deskriptif. 
Pendekatan ini mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk 
menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Penulis mendeskripsikan 
mengenai bagaimana wewenang penyeleseian sengketa perbankan syariah di 
lingkungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dan apa saja kendala yang 
dihadapi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan 
Pengadilan Negeri. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Alur Memasukkan Gugatan Perkara di Pengadilan Negeri dan 
Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perekonomian Syariah 
1. Prosedur di Pengadilan Agama  
a. Para pihak menghadap petugas meja 1 di Pengadilan Agama dengan 
menyerahkan surat gugatan/permohonan 
b. Petugas meja I memberikan penjelasan yang berkaitan dengan perkara 
dan menaksir panjar biaya perkara sesaui aturan di Pengadilan Agama 
sebesar Rp. 391.000,- yang ditulis dalam surat kuasa untuk membayar, 
kecuali bagi yang tidak mampu yang mendapat berperkara secara 
Cuma-Cuma Prodeo 
c. Para pihak yang berperkara secara Prodeo harus mencantumkan 
bersama-sama dalam posita dan petitum di surat gugatan/permohonan 
d. Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan 
kepada Para pihak disertai Surat Kuasa Untuk Membayar .        
e. Para pihak menyerahkan kepada kasir surat gugatan /permohonan 
disertai Surat Kuasa Untuk Membayar dan kasir menandatangani 
SKUM  serta membubuhi nomor urut perkara dan tanggal penerimaan 
perkara 
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f. Pemegang kas bank menyerahkan asli SKUM kepada Para pihak 
sebagai bukti pembayaran panjar biaya perkara 
g. Setelah Para pihak menerima slip bank yang telah divalidasi maka para 
pihk menunjukkan slip bank disertai SKUM  kepada kasir yang 
kemudian diberi tanda lunas 
h. Para pihak menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta tindasan 
pertama SKUM  kepada petugas meja II dan petugas meja II mencatat 
surat gugatan/permohonan dalam register serta memberi nomor 
register dari nomor pendaftaran dari kasir 
i. Petugas Meja II  menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan 
kepada pihak berperkara yang telah diberi nomor register  
j. Pihak  berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk 
menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim 
(PMH) dan hari sidang  
2. Prosedur di Pengadilan Negeri 
a. Para pihak mendaftarkan gugatan di Meja I dan petugas meja I 
Meneliti Kelengkapan Berkas serta Menghitung Panjar Biaya Perkara 
yang sudah ditentukan sesuai perundang-undangan sebesar Rp.  
1.050.000,-   
b. Meja II melakukan Registrasi Perkara dan Kelengkapannya yang 
kemudian diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk 
menetapkan Majelis Hakim d Penyerahan Berkas Kepada Ketua 
Pengadilan Negeri Untuk ditetapkan Majelis Hakim  
c. Panitera Menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dan 
Majelis Hakim menentukan hari sidang  
d. Panitera Pengganti mengantar berkas Mediasi kepada Mediator setelah 
para pihak hadir dalam persidangan  
e. Panitera Pengganti Sampaikan Laporan kepada Mediator Hasil dari 
Mediasi 
f. Majelis Hakim Tentukan hari sidang pemeriksaan perkara apabila 
Mediasi tidak berhasil  
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g. Apabila persidangan sudah selesai Majelis Hakim menjatuhkan 
Putusan  
h. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaiakan Minutasi 
dan Pemberkasan perkara yang sudah putus dan Panitera Muda 
melakukan pengarsipan  
Dari penjelasan alur atau prosedur pendaftaran perkara di kedua 
Peradilan tersebut sebenarnya sama saja hanya yang membedakan pada segi 
Hukum acara yang digunakan serta pada biaya pajar yang dijatuhkan kepada 
pihak yang bersengketa.Pengadilan Negeri menggunakan Hukum Acara 
Perdata yang berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku pada 
sengketa yang diajukan para pihak disini mengenai sengketa ekonomi syariah 
dan biaya panjar yang dijatuhkan sebesar Rp.  1.050.000,- , sedangkan 
Pengadilan Agama menggunakan Hukum Acara Perdata islam atau dengan 
prinsip syariat islam atau sesuai dengan akad yang dignakan para pihak dalam 
melakukan perjanjian mengenai ekonomi syariah dan biaya panjar yang 
dijatuhkan sebesar Rp. 391.000,-.Maka dapat dilihat Pengadilan Agama yang 
lebih tepat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sesuai Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006, karena Pengadilan Agama mempunyai kewenangan 
absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan isi akad 
dari perjanjian yang dibuat dan disepakati para pihak. 
3.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan 
Negeri dan Pengadilan Agama 
Sengketa merupakan bagian gangguan dari kepentingan manusia yang 
disebabkan adanya pertentangan kepentingan satu sama lain, sedangkan 
Mekanisme Penyeleseaian Sengketa adalah suatu proses penyelesaian perkara 
atau kasus yang telah masuk di peradilan secara berurutan dan sesuai aturan 
yang telah ditetapkan pada Peradilan tersebuat baik di Pengadilan Negeri 
ataupun Pengadilan Agama khususnya disini yang berkaitan dengan Ekonomi 
syariah. Prosedur penangangan sengketa ekonomi syariah di lingkungan 
Pengadilan Agama sebenarnya sama dengan hukum acara perdata di 
Pengadilan Negeri yang membedakan hanyalah prinsip yang digunakan untuk 
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menjatuhkan putusan dan pertimbangan hakim dalam suatu kasus tersebut 
yang berkaitan dengan syariah disini khususnya mengenai sengketa ekonomi 
syariah. 
Perluasaan wewenang Pengadilan Agama setelah diundangkannya 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa „ 
Sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama‟ 
yang artinya Pengadilan Agama menjadi satu-satunya Pengadilan yang 
menangani sengketa syariah disini tentang ekonomi syariah. 
Dari pernyataan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa 
Pengadilan Negeri telah memberikan sosialisasi dan pengertian kepada para 
pihak dan masyarakat untuk menyelesaikan kasus ekonomi syariah di 
Pengadilan Agama, Hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya dualisme 
keputusan. Pengadilan Negeri telah memahami kedudukan Pengadilan Agama 
dalam menangani Perkara Ekonomi Syari‟ah berdasarkan yudicial review 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 . Dalam menyelesaikan sengketa 
ekonomi syariah baik di Pengadilan Agama kota Sukoharjo maupun 
Pengadilan Agama Kota Surakarta dapat dilakukan dengan Jalur litigasi yaitu 
melalui perdamaian dengan cara musyarawah antara pihak yang bersengketa 
ataupun melalui jalur persidangan dengan Hukum Acara Perdata yang sesuai 
syariat islam. 
3.3 Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah oleh Masyarakat Pasca 
Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 
Lahirnya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan 
bahwa „Pengadilan Agama mempnyai kewenangan absolut dalam 
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah‟ yang artinya Pengadilan Agama 
mempnyai kewenangan lebih luas dalam menangani sengketa syariah bukan 
hanya dalam kasus perceraian,wakaf,hibah dll tetapi sekarang bertambah bisa 
menangani masalah dalam hal perbankan syariah khususnya mengenai 
sengketa ekonomi syariah. 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada 37 informan mengenai 
sengketa ekonomi syariah dan beberapa contoh putusan di Pengadilan Negeri 
dan Pengadilan Agama setelah adanya  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
mengenai Pengadilan Agama yang  menyatakan bahwa “Kewenangan absolut 
dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dilakukan oleh Pengadilan 
Agama”, dapat ditarik kesimpulan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama  
sama-sama mampu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, akan tetapi 
lebih tepat apabila Pengadilan Agama yang menyelesaikan sengketa ekonomi 
syariah ,karena Akad yang digunakan para pihak untuk melakukan perjanjian 
menggunakan Prinsip Syariat Islam yakni Akad Al-Murabahah dan Hakim 
Pengadilan Agama juga sudah mempunyai dasar untuk memutus suatu perkara 
berdasarkan Syariat Islam yakni tetap teguh pada ajaran A-Qur‟an dan Hadist 
serta Hakim Pengadilan Agama juga sudah mendapatkan pelatihan mengenai 




4.1.1 Alur Penyelesaian Masalah Ekonomi Syariah 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa 
„Kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikan 
sengketa ekonomi syariah‟, namun pada kenyataannya masih ada 
anggapan masyarakat yang menganggap  Pengadilan Negeri lebih 
berkompeten/mampu untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah 
melalui hukum acara perdata. Meskipun Pengadilan Negeri masih 
diperbolehkan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan 
Hukum Acara perdata namun masalah ekonomi syariah memerlukan 
kemampuan agama islam yang cukup kuat untuk menyelesaikan dan 
Pengadilan Agama yang lebih tepat menanganinya dengan Hakim 
Pengadilan Agama yang sudah mendapatkan pelatihan dari Mahkamah 
Agung mengenai sengketa ekonomi syariah. 
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4.1.2 Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Negeri dan 
Pengadilan Agama oleh Masyarakat pasca belakunya Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006  
Dari Hasil Wawancara terhadap 37 Informan baik yang memilih 
Pengadilan Negeri ataupun yang memilih Pengadilan Agama di 
kawasan Kota Surakarta dan  Kota Sukoharjo serta Argumen dari 
Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama serta 
beberapa contoh putusan yang ada di Pengadilan Negeri dan 
Pengadilan Agama mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah 
pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dapat 
disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat telah mempercayai 
Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah 
daripada Pengadilan Negeri dengan didukung respon positif dari 
Hakim Pengadilan Negeri, dengan faktor-faktor yaitu : 
a. Faktor Lingkungan; 
b. Faktor Agama; dan 
c. Faktor Ekonomis; 
d. Prinsip yang digunakan sesuai Syariat Islam,yaitu Akad Al-
Murabahah; dan 
e. Hakim Pengadilan Agama sudah mendapat pelatihan dan 
bersertifikat dari Mahkamah Agung mengenai ekonomi syariah. 
4.2 Saran 
Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, perlu 
disarankan hal-hal sebagai berikut:  
4.2.1 Meluasnya kewenangan Pengadilan Agama agar Mahmakah Agung 
meningkatkan kemampuan dan pengetahuan hakim di Pengadilan 
Agama mengenai ekonomi syariah; 
4.2.2 Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, maka perlu diadakan 
sosialisasi mengenai proses penyelesaian masalah sengketa ekonomi 
terutama yang penyelesaiannya di Pengadilan Agama. 
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4.2.3 Bagi DPR agar lebih memperjelas lagi sistem perundang-undangannya 
terutama mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah sehingga 
lebih jelas peraturannya apakah harus di selesaikan di Pengadilan 
Agama ataukah bisa diselesaikan di Pengadilan Negeri. 
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